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TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu
pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi
hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik,
sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomeor 82);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan
Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 33);

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun

2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11});

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan pengumjulan,
penyebarluasan, pengolahan, penyimpanan dan
pendayagunaan informasi dokumen hukum.

2. Mengembangkan dan mengelola Sarana dan
Prasarana sebagai penunjang pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan
pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum bagi anggota Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota
Sejateng. .



4. Melaksanaka Monitoring dan Evaluasi secara berkala
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten dan kota Sejateng.

5. Mengadakan pembinaan dan pengembangan Sumber
Daya Manusia tenaga Pengelola  Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum.

6. Melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diteta r_‘g_kan di Semarang

P “ & !z:e:#é\\ F@a\ ‘UIC'-\'I 9’03-2)

ERWAKILAN RAKYAT DAERAH

"a

Q\%F%Jﬁﬁ[BUDIN

=

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Bagian Persidangan Set. DPRD Provinsi Jawa Tengah

. Kepala Bagian Umum Set. DPRD Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Bagian Humas Set. DPRD Provinsi Jawa Tengah;
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Lampiran :
Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah

Nomor - e TaWun 9-0;15
Tengeal 3 Tgbruan 2093

SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

JABATAN BAGIAN DAN TUGAS
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Penanggung Jawab Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah
Ketua Kabag Persidangan B
Sekretaris Sub Koordinator Bagian Perundang — Undangan & Pengkajian
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